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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi transformasi komunikasi organisasi Pemerintah Kota Medan 
dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam guna mewujudkan masyarakat yang maju dan kondusif. Metode 
penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologis, yang berfokus pada 
pemahaman mendalam terhadap pengalaman subjek dalam konteks alami. Data primer dikumpulkan melalui 
observasi non-partisipan, sementara data sekunder diperoleh melalui tinjauan literatur yang relevan. Analisis 
data mengikuti model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan, dengan validitas data diuji melalui teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
transformasi komunikasi berbasis nilai-nilai Islam di Pemerintah Kota Medan telah memperkuat transparansi, 
partisipasi publik, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Namun, terdapat tantangan dalam 
menjaga inklusivitas serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Di sisi 
lain, penggunaan teknologi digital memberikan peluang besar untuk memperluas jangkauan komunikasi dan 
memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. 
 
Kata Kunci: Transformasi Komunikasi Organisasi; Pemerintah Kota Medan; Islam; Masyarakat Maju dan 
Kondusif. 

  

Abstract 

This research aims to explore the transformation of organizational communication of the Medan City 
Government by integrating Islamic values to create an advanced and conducive society. The research method 
used is a qualitative approach with a phenomenological method, which focuses on a deep understanding of the 
subject's experience in a natural context. Primary data were collected through non-participant observations, 
while secondary data were obtained through relevant literature reviews. Data analysis follows the Miles and 
Huberman model which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawn, with data validity 
tested through triangulation techniques. The results of the study show that the transformation of 
communication based on Islamic values in the Medan City Government has strengthened transparency, public 
participation, and public trust in the government. However, there are challenges in maintaining inclusivity and 
increasing community involvement in the decision-making process. On the other hand, the use of digital 
technology provides a great opportunity to expand the reach of communication and strengthen the relationship 
between the government and the community. 
 
Keyword: Organizational Communication Transformation; Medan City Government; Islam; Developed and 
Conducive Society. 
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1. Pendahuluan 
 

Media Kota Medan merupakan salah satu wilayah administrasi di Indonesia dengan status kota 
madya yang memiliki populasi mencapai 2.474.166 jiwa pada tahun 2023. Kota ini terkenal dengan 
keragaman etnis, budaya, dan agama yang menciptakan dinamika sosial dan ekonomi yang kaya di 
Sumatera Utara. Masyarakat Medan hidup berdampingan dalam semangat toleransi dan kebhinekaan, 
mencerminkan nilai-nilai sejarah, sosial, dan ekonomi yang kuat di kota ini (Pangandaheng et al., 2022; 
Pradhana et al., 2023). Dengan keberagaman yang luar biasa ini, pemerintah Kota Medan dihadapkan 
pada tantangan untuk menjaga kesatuan dan harmoni di tengah berbagai perbedaan, di mana 
kebijakan yang inklusif dan dialog terbuka menjadi krusial untuk memastikan keseimbangan antara 
kelompok etnis dan agama yang berbeda (Diansari et al., 2022; Karinda et al., 2024). Dalam beberapa 
tahun terakhir, Pemerintah Kota Medan telah melakukan transformasi komunikasi organisasi yang 
signifikan, mengadopsi pendekatan yang mencerminkan nilai-nilai moral yang sejalan dengan prinsip-
prinsip Islam. Transformasi ini bertujuan untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan 
masyarakat yang mayoritas beragama Islam, tanpa mengabaikan pentingnya menghormati keragaman 
agama dan budaya yang ada di Medan. Prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab 
sosial yang diambil dari ajaran Islam menjadi landasan dalam komunikasi yang dibangun, dengan 
tujuan menciptakan harmoni sosial, menjaga perdamaian, dan memperkuat rasa saling menghargai di 
tengah-tengah keragaman masyarakat (Gusmarani & Rajiyem, 2022; Khairunnisa et al., 2023). Di 
tengah transformasi ini, Kota Medan mengalami perubahan signifikan dalam tata kelola komunikasi 
pemerintah, di mana pendekatan berbasis nilai-nilai Islam semakin terlihat dalam upaya pemerintah 
untuk meningkatkan keterbukaan dan partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan. Pemerintah 
Kota Medan telah memanfaatkan platform digital untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas, 
mendorong interaksi yang lebih inklusif, dan meningkatkan rasa tanggung jawab sosial. Pendekatan 
ini tidak hanya mendukung harmonisasi antar kelompok masyarakat yang beragam, tetapi juga 
memperkuat kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat (Ramadhany et al., 2023; Siregar et al., 
2023). Peningkatan transparansi dan partisipasi publik ini terbukti efektif dalam mendukung 
terciptanya suasana yang kondusif di tengah dinamika sosial yang kompleks di Kota Medan (Saffanah 
& Andrian, 2024). 

Namun, di balik upaya transformasi komunikasi yang telah dilakukan, terdapat beberapa 
permasalahan atau gap yang muncul. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana memastikan 
pendekatan berbasis nilai-nilai Islam ini tetap inklusif dan menghormati keberagaman masyarakat di 
Medan. Dalam beberapa kasus, ketidakseimbangan dalam implementasi kebijakan dapat memicu 
ketegangan sosial antara kelompok mayoritas dan minoritas. Selain itu, masih ada kelompok 
masyarakat yang merasa kurang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, yang mencerminkan 
perlunya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan (Amrihani, 2021; Siregar et al., 
2023). Jika tidak dikelola dengan baik, ketegangan ini dapat menimbulkan potensi konflik yang 
mengancam harmoni sosial di kota ini. Penelitian terdahulu mendukung pentingnya penerapan 
komunikasi organisasi berbasis nilai-nilai moral dalam pemerintahan. Khairunnisa et al. (2023) 
menegaskan bahwa komunikasi yang etis dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan 
masyarakat. Gusmarani & Rajiyem (2022) mengungkapkan bahwa transparansi dan partisipasi 
masyarakat sangat penting dalam memperkuat kepercayaan publik.  Selain itu, Budiana et al. (2020) 
menunjukkan bahwa komunikasi berbasis nilai lokal dapat menjaga harmoni sosial. Fahim, Pujianto 
(2024), Saffanah & Andrian (2024) juga menunjukkan bahwa pendekatan digital dalam komunikasi 
organisasi pemerintah dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan meningkatkan kepercayaan 
publik. Diansari et al. (2022) serta Karinda et al. (2024) mengungkapkan bahwa komunikasi inklusif 
sangat penting untuk menjaga kerukunan di masyarakat yang multikultural. Pradhana et al. (2023) dan 
Pangandaheng et al. (2022) juga menegaskan bahwa nilai-nilai lokal perlu dipertahankan dalam proses 
komunikasi pemerintahan. Dengan banyaknya penelitian yang mendukung pentingnya pendekatan 
komunikasi berbasis nilai moral dan budaya, penelitian ini akan berupaya mengeksplorasi lebih jauh 
bagaimana pendekatan Islam dapat digunakan untuk menjaga harmoni sosial di Kota Medan yang 
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multikultural. Urgensi penelitian ini sangat relevan mengingat perkembangan sosial di Kota Medan 
yang semakin dinamis. Transformasi komunikasi yang berbasis nilai-nilai Islam menawarkan potensi 
besar untuk menciptakan suasana yang harmonis dan kondusif bagi masyarakat. Selain itu, 
pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat interaksi antara pemerintah dan masyarakat, 
menciptakan dialog yang lebih inklusif, serta mengurangi potensi konflik yang dapat muncul dari 
perbedaan pandangan antar kelompok masyarakat (Permata et al., 2021; Saffanah & Andrian, 2024). 
Manfaat penelitian ini tidak hanya terbatas pada Kota Medan, tetapi juga diharapkan dapat diterapkan 
di wilayah lain di Indonesia yang memiliki keragaman serupa, sehingga penelitian ini memberikan 
kontribusi signifikan dalam bidang komunikasi organisasi pemerintahan. 
 
 

2. Metode Penelitian 
 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis untuk 
memahami pengalaman subjektif individu atau kelompok dalam konteks alami mereka. Pendekatan 
ini mengikuti pandangan Creswell dalam Revaughanii & Hendriani (2021) yang menekankan 
pentingnya memahami pengalaman subjektif berdasarkan kondisi alami objek penelitian. Data 
dikumpulkan melalui pengamatan non-partisipan sebagai data primer dan tinjauan literatur sebagai 
data sekunder. Proses analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman dalam Pramusti & 
Sinaga 2023), yang meliputi tiga langkah: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

Keabsahan data diuji menggunakan teknik kredibilitas yang mencakup triangulasi, 
memperpanjang waktu pengamatan, dan diskusi dengan rekan sejawat, mengacu pada pandangan 
Sugiyono dalam Marlina et al. (2023) tentang validitas data. Pendekatan fenomenologis ini 
memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai pengalaman 
subjek, di mana wawancara dan observasi digunakan untuk menggali makna dari fenomena yang 
diteliti (Pahutar et al., 2024; Putri, 2021). Teknik triangulasi yang diterapkan memastikan validitas data 
melalui perbandingan informasi dari berbagai sumber, memperkaya pemahaman tentang fenomena 
yang diteliti (Azhmi & Krismayani, 2022). 
 
 

3. Hasil dan Pembahasan 
 
3.1 Hasil 

3.1.1 Konstruksi Transformasi Komunikasi Pemerintah Medan Melalui Nilai-Nilai Islam 
Transformasi komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan melalui pendekatan nilai-

nilai Islam merupakan sebuah langkah yang berlandaskan kuat pada teori komunikasi etis dan prinsip-
prinsip ajaran Islam. Pendekatan ini sejalan dengan teori komunikasi etis yang menekankan 
pentingnya etika dalam setiap interaksi sosial, sebagaimana dikemukakan oleh Budiana et al. (2020). 
Komunikasi yang baik tidak hanya dilihat sebagai sarana pertukaran informasi, tetapi juga sebagai alat 
untuk memperkuat hubungan sosial yang harmonis. Dalam ajaran Islam, nilai-nilai akhlak mulia 
menjadi fondasi utama dalam setiap bentuk interaksi, sebagaimana dinyatakan dalam Surah Al-
Hujurat ayat 13 yang menekankan pentingnya saling mengenal dan memahami antar manusia (Wijaya 
et al., 2023). Nilai-nilai Islam yang diterapkan dalam komunikasi pemerintah mencakup keadilan ('adl), 
kejujuran (sidq), dan tanggung jawab (amanah). Prinsip-prinsip ini menjadi pilar utama dalam upaya 
Pemerintah Kota Medan menciptakan komunikasi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. 
Teori komunikasi partisipatif juga relevan dalam konteks ini, di mana pemerintah membuka ruang 
dialog dengan masyarakat untuk menciptakan keterlibatan publik yang lebih aktif dalam proses 
pengambilan kebijakan (Kusumastuti et al., 2021). Surah An-Nisa ayat 58 dalam Alquran juga 
menekankan pentingnya menyampaikan amanat kepada yang berhak dan menegakkan keadilan 
(Wijaya et al., 2023), yang selaras dengan prinsip komunikasi pemerintah yang berkeadilan. 
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Dalam praktiknya, penerapan nilai-nilai Islam dalam komunikasi pemerintah bertujuan untuk 
menciptakan masyarakat yang harmonis dan kondusif. Nilai-nilai ini, ketika diintegrasikan dalam 
kebijakan komunikasi, dapat menciptakan landasan moral yang kuat bagi Pemerintah Kota Medan 
dalam merespons tantangan multikultural. Hal ini relevan dalam menciptakan kebijakan yang adil dan 
inklusif serta menjaga keutuhan sosial di tengah keragaman (Budiana et al., 2020). Komunikasi 
organisasi yang efektif memerlukan strategi yang jelas dan terencana. Pemerintah Kota Medan telah 
menerapkan berbagai strategi untuk memastikan pesan-pesan yang disampaikan dapat diterima dan 
dipahami oleh masyarakat. Salah satu strategi yang diterapkan adalah penggunaan teknologi informasi 
dan komunikasi (TIK) untuk menyebarkan informasi dan mengedukasi masyarakat tentang berbagai 
program pemerintah (Kristiawan et al., 2020; Novita & Juliasari, 2022).  Pendekatan ini tidak hanya 
meningkatkan partisipasi publik tetapi juga mencerminkan prinsip transparansi yang diharapkan dapat 
membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Budiana et al., 2020). Transformasi 
komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan tidak hanya terbatas pada aspek teknis 
penyampaian informasi. Lebih dari itu, pendekatan ini juga memperkuat identitas sosial dan budaya 
masyarakat. Nilai-nilai Islam yang diterapkan dalam komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai alat 
untuk menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun narasi yang 
mencerminkan nilai-nilai lokal dan keagamaan (Wijaya et al., 2023). Pendekatan ini penting dalam 
menciptakan kohesi sosial di tengah masyarakat multikultural Kota Medan. Etika dalam komunikasi 
sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pesan yang disampaikan tidak hanya akurat tetapi juga 
sensitif terhadap konteks sosial dan budaya masyarakat. Budiana et al. (2020) menekankan bahwa 
komunikasi yang beretika dapat meningkatkan kualitas interaksi antara pemerintah dan masyarakat. 
Oleh karena itu, Pemerintah Kota Medan memastikan bahwa nilai-nilai Islam, seperti keadilan dan 
kejujuran, diimplementasikan dalam setiap bentuk komunikasi publik. Pendekatan partisipatif dalam 
komunikasi memungkinkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan.  

Hal ini penting untuk menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap kebijakan 
yang diambil oleh pemerintah. Keterlibatan masyarakat juga membantu pemerintah untuk lebih 
memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih tepat 
sasaran dan efektif (Wijaya et al., 2023). Di tengah tantangan multikultural, komunikasi yang berbasis 
pada nilai-nilai Islam berperan penting dalam membangun dialog antar kelompok yang berbeda. 
Melalui komunikasi yang baik, masyarakat dapat lebih memahami dan menghargai perbedaan, 
sehingga potensi konflik dapat diminimalisir (Wijaya et al., 2023). Transformasi komunikasi oleh 
Pemerintah Kota Medan tidak hanya menekankan aspek teknis komunikasi, tetapi juga nilai-nilai 
moral yang mampu memperkuat harmoni sosial. Penggunaan nilai-nilai Islam dalam komunikasi 
publik juga menunjukkan bahwa pendekatan berbasis agama dapat menjadi alat yang efektif dalam 
menjaga keutuhan sosial di tengah keberagaman. Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan 
komitmen pemerintah untuk menerapkan prinsip-prinsip Alquran dalam tata kelola pemerintahan, 
tetapi juga menunjukkan bahwa agama dapat menjadi pilar dalam menciptakan masyarakat yang adil 
dan transparan (Wijaya et al., 2023). Sebagai bagian dari strategi komunikasi, Pemerintah Kota Medan 
juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi sebagai bentuk transparansi. Dengan demikian, 
pemerintah mampu menciptakan hubungan yang lebih harmonis dengan masyarakat, di mana kedua 
pihak saling mempercayai dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ini merupakan prinsip 
yang sangat selaras dengan ajaran Islam, khususnya mengenai keadilan dan tanggung jawab dalam 
menjalankan amanah publik. Transformasi komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan 
berpotensi menjadi model bagi daerah lain di Indonesia dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip 
komunikasi yang berbasis etika dan agama. Pendekatan ini menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai 
agama dalam komunikasi pemerintahan dapat memperkuat tata kelola yang baik serta mendukung 
terciptanya masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan kondusif (Budiana et al., 2020). Dengan 
demikian, transformasi komunikasi Pemerintah Kota Medan tidak hanya memberikan manfaat bagi 
masyarakat setempat, tetapi juga memberikan inspirasi bagi pemerintah daerah lainnya. Nilai-nilai 
Islam yang diterapkan mampu menciptakan komunikasi yang lebih inklusif, transparan, dan beretika. 
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Ini sekaligus menjadi bukti bahwa ajaran agama dapat berperan penting dalam tata kelola 
pemerintahan yang baik dan memperkuat kepercayaan publik (Wijaya et al., 2023). 
 
3.1.2 Tantangan dan Peluang dalam Transformasi Komunikasi 

Transformasi komunikasi dalam organisasi pemerintah, khususnya di Kota Medan, menghadapi 
berbagai tantangan dan peluang. Salah satu tantangan utama adalah menjaga inklusivitas di tengah 
keberagaman masyarakat yang tinggi. Kota Medan memiliki populasi yang multikultural, terdiri dari 
berbagai latar belakang agama, budaya, dan etnis. Dalam konteks ini, pendekatan komunikasi 
pemerintah harus memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat diterima oleh semua lapisan 
masyarakat tanpa menimbulkan konflik atau ketegangan antar kelompok. Sebagaimana yang 
dikemukakan oleh Permata et al. (2021), komunikasi organisasi yang efektif adalah kunci dalam 
mengelola perbedaan dan mempromosikan harmoni sosial. Tantangan lain yang dihadapi dalam 
transformasi komunikasi pemerintah adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses 
pengambilan keputusan. Banyak masyarakat yang merasa tidak terlibat dalam kebijakan yang diambil 
pemerintah, yang bisa memperlebar jurang antara pemerintah dan warga. Hal ini seringkali disebabkan 
oleh kurangnya mekanisme yang memungkinkan partisipasi langsung dari masyarakat atau lemahnya 
komunikasi yang mengundang keterlibatan publik Gusmarani & Rajiyem (2022). Oleh karena itu, 
sangat penting bagi pemerintah untuk mengembangkan strategi komunikasi yang lebih inklusif dan 
memungkinkan masyarakat berperan aktif dalam proses kebijakan. Dalam hal penerapan nilai-nilai 
agama, khususnya prinsip-prinsip Islam, pemerintah Kota Medan dihadapkan pada tantangan 
bagaimana menyeimbangkan nilai-nilai tersebut dengan konteks keberagaman. Prinsip-prinsip Islam 
seperti keadilan, tanggung jawab, dan kejujuran dapat berfungsi sebagai panduan dalam komunikasi 
pemerintahan, tetapi harus diterapkan dengan cermat agar tidak menimbulkan perasaan eksklusivitas 
yang bisa memicu ketegangan sosial. Fauzan (2023) menyoroti pentingnya penerapan nilai-nilai agama 
secara adil dan bijaksana untuk memastikan tidak ada pihak yang merasa tersisih atau terdiskriminasi. 
Namun, di balik tantangan tersebut, transformasi komunikasi juga menghadirkan berbagai peluang 
besar. Salah satu peluang utama adalah penggunaan teknologi digital dalam komunikasi publik. 
Dengan berkembangnya platform digital, pemerintah Kota Medan dapat menjangkau lebih banyak 
masyarakat secara lebih efisien. Media sosial, situs web, dan aplikasi digital dapat digunakan untuk 
menyebarkan informasi secara cepat dan luas, sekaligus membuka ruang bagi dialog yang lebih 
inklusif antara pemerintah dan warga (Sari et al., 2023). Teknologi digital memungkinkan pemerintah 
merespons lebih cepat terhadap aspirasi dan keluhan masyarakat, serta memberikan informasi yang 
lebih transparan (Priyatna et al., 2020). 

Penggunaan teknologi informasi juga membuka peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan 
transparansi. Ketika informasi dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat, pemerintah dapat 
membangun hubungan yang lebih kuat dan saling percaya dengan warga. Transparansi juga 
memudahkan masyarakat untuk mengawasi dan berpartisipasi dalam berbagai program yang 
dijalankan pemerintah, yang pada akhirnya dapat memperkuat kepercayaan publik (Priyatna et al., 
2020). Namun, transformasi digital ini juga memiliki tantangan tersendiri. Infrastruktur teknologi 
yang belum merata serta keterbatasan pengetahuan teknologi di kalangan pegawai pemerintahan bisa 
menjadi hambatan dalam memaksimalkan manfaat dari transformasi komunikasi ini. Ananda (2021) 
mencatat bahwa keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada kesiapan teknis dan 
kapabilitas sumber daya manusia. Pemerintah harus meningkatkan kapasitas teknologi dan 
keterampilan pegawai agar komunikasi digital bisa efektif. Selain itu, penggunaan media sosial dalam 
komunikasi pemerintahan juga memerlukan kehati-hatian. Meskipun media sosial dapat 
meningkatkan keterlibatan masyarakat, jika tidak dikelola dengan baik, platform ini bisa menjadi 
tempat berkembangnya disinformasi atau bahkan menjadi alat yang memicu konflik. Oleh karena itu, 
pemerintah harus menyusun kebijakan yang tepat untuk memanfaatkan media sosial sebagai alat 
komunikasi yang produktif dan tidak merugikan (Sjoraida et al., 2021). Pendekatan berbasis nilai-nilai 
lokal dan agama juga menawarkan peluang penting dalam menciptakan hubungan yang lebih kuat 
antara pemerintah dan masyarakat.  
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Budiana et al. (2020) menunjukkan bahwa ketika pemerintah mengedepankan nilai-nilai yang 
sesuai dengan budaya lokal, masyarakat lebih mudah merasa terhubung dan partisipatif dalam 
berbagai program. Nilai-nilai Islam, jika diterapkan dengan hati-hati, dapat membantu menciptakan 
komunikasi yang lebih adil dan etis. Selain memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, 
penerapan nilai-nilai lokal dan agama juga bisa membantu memperkuat identitas sosial di Kota 
Medan. Fauzan (2023) menyoroti bahwa prinsip-prinsip seperti keadilan dan tanggung jawab dapat 
menjadi dasar moral yang kuat dalam membangun masyarakat yang lebih harmonis. Ini sangat penting 
dalam konteks kota yang beragam seperti Medan, di mana kohesi sosial merupakan kunci dalam 
menjaga stabilitas sosial. Dengan memanfaatkan peluang dari teknologi digital, pemerintah juga dapat 
meningkatkan layanan publik. Misalnya, dengan menyediakan informasi secara real-time dan 
responsif melalui aplikasi atau platform online, masyarakat dapat mengakses layanan dengan lebih 
mudah dan efisien (Samsudin et al., 2023). Hal ini tidak hanya mempercepat birokrasi, tetapi juga 
meningkatkan kepuasan publik terhadap layanan pemerintah. Pada akhirnya, transformasi 
komunikasi tidak hanya tentang mengatasi tantangan, tetapi juga tentang bagaimana memanfaatkan 
peluang yang ada untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik. Pemerintah Kota Medan harus 
terus mengembangkan strategi komunikasi yang inklusif, responsif, dan transparan untuk 
memperkuat hubungan dengan masyarakat. Selain itu, dengan memanfaatkan teknologi digital dan 
nilai-nilai lokal, komunikasi pemerintahan bisa menjadi lebih efektif dan mampu menjawab 
kebutuhan masyarakat secara lebih baik. 
 
3.2 Pembahasan 

Penelitian ini mengkaji transformasi komunikasi organisasi Pemerintah Kota Medan dengan 
pendekatan berbasis nilai-nilai Islam, yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih maju 
dan kondusif. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Islam dalam 
komunikasi pemerintah telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan transparansi 
dan partisipasi publik. Prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, kejujuran, dan amanah, menjadi 
landasan moral yang mempengaruhi pola komunikasi dalam pemerintahan. Hal ini sejalan dengan 
penelitian Fauzan (2023), yang menegaskan pentingnya etika dalam komunikasi organisasi, khususnya 
dalam konteks pemerintahan, untuk menciptakan hubungan yang lebih adil dan saling menghargai. 
Dengan dasar nilai-nilai ini, komunikasi pemerintah di Kota Medan tidak hanya berfungsi sebagai 
saluran informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun hubungan sosial yang lebih harmonis. 
Namun, tantangan utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bagaimana menjaga inklusivitas 
di tengah masyarakat yang multikultural, di mana berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya hidup 
berdampingan. Hal ini juga disoroti oleh Gusmarani dan Rajiyem (2022), yang mengemukakan bahwa 
dalam perubahan organisasi, terutama dalam komunikasi pemerintahan, penting untuk menjaga 
keberagaman dalam implementasi kebijakan. Pemerintah Kota Medan menghadapi kesulitan dalam 
memastikan bahwa nilai-nilai Islam yang diterapkan tidak menciptakan eksklusivitas terhadap 
kelompok tertentu, dan kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan prinsip keadilan sosial. 
Prinsip syura dalam Islam, yang menekankan pada musyawarah untuk mencapai keputusan yang adil 
dan bijaksana, memberikan dasar kuat bagi upaya menjaga inklusivitas dalam pengambilan keputusan. 
Salah satu kekuatan dari transformasi komunikasi yang diterapkan di Kota Medan adalah penggunaan 
teknologi digital sebagai sarana untuk memperluas jangkauan komunikasi dan memperkuat partisipasi 
publik. Ananda (2021) menunjukkan bahwa implementasi strategi transformasi digital dalam 
organisasi pemerintahan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi, yang juga tercermin dalam 
penelitian ini. Pemerintah Kota Medan memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan informasi 
lebih cepat dan luas, serta membuka ruang bagi masyarakat untuk berinteraksi langsung dengan 
pemerintah. Ini sejalan dengan temuan dari Priyatna et al. (2020) yang menekankan pentingnya 
teknologi informasi dalam mendukung komunikasi yang lebih transparan dan responsif. Teknologi 
digital, jika dimanfaatkan dengan tepat, dapat mempercepat proses komunikasi dan memperkuat 
hubungan antara pemerintah dan masyarakat. 
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Namun, tantangan yang dihadapi dalam pemanfaatan teknologi digital adalah ketimpangan akses 
dan keterbatasan pengetahuan teknologi di kalangan segmen-segmen masyarakat tertentu. Hal ini juga 
disoroti dalam penelitian Diansari et al. (2022), yang menunjukkan pentingnya pemerataan akses 
terhadap teknologi untuk mendukung komunikasi yang efektif dalam masyarakat yang heterogen. 
Oleh karena itu, meskipun teknologi digital membuka peluang besar, diperlukan peningkatan 
kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi untuk memastikan bahwa manfaatnya 
dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Penelitian ini mengkonfirmasi temuan-temuan dari 
penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa komunikasi berbasis nilai moral, seperti yang 
diterapkan oleh Pemerintah Kota Medan, dapat memperkuat transparansi, meningkatkan partisipasi 
publik, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Namun, tantangan terkait 
inklusivitas, perbedaan sosial, dan pemanfaatan teknologi digital perlu diatasi dengan strategi yang 
lebih matang dan kebijakan yang memperhatikan keberagaman sosial. Dengan demikian, pendekatan 
berbasis nilai-nilai Islam dalam komunikasi organisasi dapat menjadi model yang dapat diterapkan di 
daerah lain yang menghadapi tantangan serupa dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan 
kondusif. 
 
 

4. Kesimpulan 
 
Transformasi komunikasi organisasi Pemerintah Kota Medan melalui pendekatan nilai-nilai Islam 

telah berhasil memperkuat harmoni sosial dan membangun hubungan yang lebih baik antara 
pemerintah dan masyarakat. Prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab 
yang diintegrasikan dalam tata kelola komunikasi pemerintah berkontribusi pada peningkatan 
transparansi, partisipasi publik, serta rasa saling percaya di antara masyarakat yang multikultural. 
Meski demikian, tantangan utama yang masih dihadapi adalah memastikan pendekatan ini tetap 
inklusif dan menghormati keragaman, serta melibatkan masyarakat secara lebih aktif dalam proses 
pengambilan keputusan. Penggunaan teknologi digital menjadi peluang signifikan untuk memperluas 
jangkauan komunikasi dan memperkuat keterlibatan masyarakat. Transformasi ini, jika dikelola 
dengan baik, dapat menjadi model bagi daerah lain di Indonesia dalam mengimplementasikan 
komunikasi pemerintahan berbasis nilai etika dan agama. 
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